MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JI. H. Agus Salim, Kota Baru Jambi
Telp. 0741 - 41092, Fax. 0741 - 445293
Home Page : www.ptajambi.go.id E-mail : jambipta@gmail.com

NOTA DINAS
Nomor:/¢/@IKPTA.W5.-A/TI1.1.1/X1/2024

Yth : Ketua Pegadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Dari : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Hal : Pendataan dan Hibauan Aplikasi Satuan Kerja Pegadilan Agama

Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 11 November 2024

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor : 3219/DJA/T1.1.1.1/X1/2024 tanggal 08 November
2024 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Satker di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi agar mengisi pendatan aplikasi
yang ada dengan cara mengunduh form pada link surat, kemudian di isi Form
tersebut, di tanda tangani oleh Ketua dan diunduh kembali pada link
https://cloud.badilag.net/s/7Sp5aHoT85Dy3fd.

2. Selain hal tersebut, saudara diminta untuk mengirimkan soft filenya ke email
dokumenptajambi@gmail.com.

3. Pendataan tersebut diisi dan dikirim paling lambat Rabu, 13 November 2024 pukul
: 14.00 Wib.

4. Selanjutnya untuk pembuat aplikasi baru pada Satker agar sebelum diberlakukan
untuk melalui proses verifikasi, validasi dan persetujuan Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terimakasih

7 '
Yusuf Buchori ¥



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RT 2, Cempaka Putih Timur,
Kec.Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag. mahkamahagung.go.id. ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor  : 3219/DJA/TI.1.1.1/X1/12024 | Jakarta, 08 November 2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pendataan dan Himbauan Aplikasi Satuan Kerja Peradilan Agama

Yth. Ketua Pengadilan Tingi Agama/Mahkamah Syariyah Aceh
Se-Indonesia

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan instruksi Pimpinan Mahkamah Agung RI perihal ketertiban
SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan ditemukannya banyak aplikasi yang
berkembang di seluruh satuan kerja Peradilan Agama. Untuk itu dimohon Pengadilan Tinggi
Agama agar mendata dan memverifikasi seluruh aplikasi apa saja yang ada di satuan kerja
tingkat pertama dan tingkat banding. Pendataan dapat diisi melalui link
https://cloud.badilag.net/s/7Sp5aHoT85Dy3fd

Untuk pengisian pendataan dengan cara mengunduh form yang ada di link, setelah

terisi agar menginput kembali ( form pdf yang sudah disahkan Ketua beserta file soft copy)
ke folder sesuai satuan kerja yang berada didalam link yang disediakan, dan diharap paling
lambat diinput Jum'at 15 November 2024.

Selanjutnya, dihimbau untuk pembuatan aplikasi baru di satuan kerja tingkat pertama
maupun banding Peradilan Agama agar sebelum diberlakukan untuk melalui proses
verifikasi, validasi dan persetujuan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

-f.._

Catatan:

® UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya
merupakan alat bukti hukum yang sah.” salai

¢ Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE ﬂ&_ﬁ- ®
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FORM PENDATAAN APLIKASI SATUAN KERJA PERADILAN AGAMA 2024

STATUS PROGRAMMER/
5 5 . SINOPSIS TANGGAL APLIKASI PENANGGUNG
ND NAMAAELINAS] APLIKASI PEMBERLAKUAN (Masih JAWAB
berjalan/tidak) APLIKASI

Pengadilan Tinggi Agama ..............

l.

Dst.

Pengadilan Agama ...............

1.

2.

3.

4.

5.

0.

7.

Dst.

Mengetahui
Ketiia Pengadilan . oo visamnsismmss

Catatan:
e UUITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
¢ Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronlk yang diterbitkan BSrE g‘ Balai
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